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Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa, â€œBarang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan
kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahunâ€•. Akan tetapi pencabulan sering terjadi di dalam kehidupan
bermasyarakat termasuk di dalam angkutan umum. Dalam kurun waktu tahun 2016 telah terjadi sebanyak 5 kasus pencabulan di
dalam angkutan umum.
Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan faktor dimana seseorang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang terjadi di
angkutan umum, perlindungan hukum apa yang dilakukan terhadap korban, dan upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya
tindak pidana pencabulan di dalam angkutan umum.
Data yang diperoleh dari penelitian skripsi ini dengan cara menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian
kepustakaan (library research) dengan memberikan kuisioner dan wawancara dengan responden dan informan serta mendapatkan
dokumen dari responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan sebagai alat analisis untuk menjawab persoalan-persoalan yang
ada didalam rumusan masalah.
Hasil penelitian menunjukkan viktimisasi terhadap korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di dalam angkutan umum
terhadap perempuan dapat terjadi karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, kurangnya sarana cctv dan
pos-pos polisi, rendahnya perhayatan terhadap norma-norma agama, dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan
nafsu seksualnya. Perlindungan hukum yang diberikan dengan cara bekerja sama dengan lembaga yang memberi perlindungan.
Upaya penanggulan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan
menjatuhkan sanksi secara tegas kepada pelaku yang melakukan pencabulan di dalam angkutan umum.
Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyuluhan agar masyarakat lebih
waspada saat berpergian menggunakan angkutan umum. Kepada aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku
pencabulan di dalam angkutan umum. Kepada operator pengelolaan angkutan umum agar lebih mengkoordinasi angkutan umum
yang dimiliki.


